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Analisis Daya Dukung Permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi 
Kalimantan Timur 






The purpose of this research is to find out the characteristic conditions of existing settlement in North 
Penajam Paser (PPU) District; to analyze land suitability for residential area based on land capability; to 
identify the settlement requirement projection judging from the carrying capacity of settlement in PPU 
District. Method useson this research is quantitative method such as exponential population projection, 
overlay matching on parameters of land suitability for settlement, and carrying capacity of settlement 
calculation. The result of research shows that average space requirements per capita in PPU District is 75 
m2/capita with trend of settlement patternsmostly elongated. Suitability land for settlement classes obtained 
there are S1, S2, S3, and N with area of each consecutively 1.404,54 km2, 1.354,43 km2, 79,32 km2, and 
342,96 km2. The result of carrying capacity of settlement on every sub-district until 2045 is still able to 
support settlement. Meanwhile, the projection of carrying capacity of settlement in National Capital’s area 
at Sepaku Sub-district in 2025, 2029, and 2035 has decreased in DDPm index value consecutively 13, 7, 
and 5 near maximum carrying capacity. 
Keyword : projection, needs of residential land, suitability of residential area, carrying capacity of 
settlement 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi karakteristik permukiman eksisting di Kabupaten PPU, 
menganalisis kesesuaian lahan untuk permukiman berdasarkan kemampuan lahan, serta mengidentifikasi 
proyeksi kebutuhan permukiman dilihat dari daya dukung permukiman di Kabupaten PPU. Metode yang 
digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif seperti proyeksi penduduk eksponensial, overlay 
matching terhadap parameter kesesuaian lahan permukiman, dan perhitungan daya dukung permukiman. 
Hasil penelitian ini yaitu rata-rata kebutuhan ruang per kapita di Kabupaten PPU yaitu 75 m2/kapita dengan 
kecenderungan pola permukiman memanjang. Kelas kesesuaian lahan untuk permukiman yang diperoleh 
adalah S1, S2, S3, N dengan masing-masing luasan sebesar 1.404,54 km2, 1.354,43 km2, 79,32 km2, dan 
342,96 km2. Hasil proyeksi daya dukung permukiman tiap kecamatan sampai tahun 2045 masih mampu 
mendukung. Sementara proyeksi daya dukung permukiman kawasan IKN di Kecamatan Sepaku pada tahun 
2025, 2029, dan 2035 mengalami penurunan nilai DDPm berturut-turut 13, 7, dan 5 mendekati daya dukung 
maksimum. 





Wilayah yang berkembang dengan baik 
akan menarik penduduk untuk menetap dan 
tinggal demi mendapat penghidupan yang layak. 
Di Indonesia, hal yang umum terjadi yaitu suatu 
wilayah tanpa perencanaan dalam pengembangan 
wilayah tetapi tetap akan berkembang yang 
memunculkan banyak permasalahan (Muta'ali, 
2011). Perkembangan wilayah umumnya 
mengikuti mobilitas penduduk untuk menempati 
wilayah yang lebih baik daripada asal tempat 
penduduk datang. Bertambahnya penduduk dapat 
didefinisikan sebagai bertambahnya penggunaan 
lahan untuk permukiman di suatu wilayah. 
Permukiman merupakan tempat tinggal bagi 
masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial 
dan ekonomi sebagai wadah memenuhi keperluan 
sehari-hari (Yunus, 1989). Keberadaan suatu 
permukiman menandakan adanya sebuah 
interaksi yang dibangun antara manusia dengan 
lingkungan tempat tinggal. 
Kabupaten Penajam Paser Utara 
merupakan salah satu daerah tingkat II yang 
berada pada nomor urut kelima sebagai 
kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di 
Kalimantan Timur. Luas wilayah Kabupaten 
Penajam Paser Utara yang cukup luas terhadap 
kondisi permukiman yang masih sedikit 
memungkinkan daya dukung lingkungan 
permukiman masih dalam kondisi optimum. 
Presiden Jokowi telah mengumumkan ibu kota 
baru berada di Kalimantan Timur, yaitu sebagian 
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten 
Kutai Kertanegara dalam konferensi pers di 
Istana Negara tanggal 26 Agustus 2019 (Kompas, 
2019). Menteri PPN/Bappenas Bambang 
Brodjonegoro menyebutkan bahwa 
pembangunan ibu kota baru diprediksikan dapat 
memindahkan 1,5 juta penduduk baru. Oleh 
karena itu, penting mengetahui daya dukung 
permukiman guna menampung jumlah penduduk 
tertentu agar dapat berkumim dengan layak 
(Muta'ali, 2012). 
Sebagai sebuah konsep, daya dukung 
memberikan artian sebagai besaran maksimal 
atau optimal yang mampu didukung oleh 
sumberdaya dan lingkungan dalam menyangga 
atau mendukung (Handoyo, Yunus, & Sujali, 
2014). Kemampuan dalam menyangga tersebut 
akan berbeda pada setiap wilayah, serta besaran 
beban yang perlu ditanggung juga berbeda. 
Dalam perkembangannya, pertumbuhan 
penduduk dapat melampui kemampuan 
sumberdaya yang mampu menunjang kegiatan 
penduduk (Fandeli & Muhamad, 2019). Jumlah 
penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara terus 
mengalami pertambahan sejak terbentuk sebagai 
kabupaten sendiri melalui UU No. 7 Tahun 2002 
Tentang  Pembentukan Kabupaten Penajam Paser 
Utara. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 
157.711 jiwa, tersebar di 4 kecamatan. 
 
Gambar 1 Grafik jumlah penduduk Kabupaten 
Penajam Paser Utara Tahun 2003 – 2017 
Secara umum penggunaan lahan di 
Kabupaten Penajam Paser Utara selama rentang 
waktu 2010 hingga 2016 masih didominasi oleh 
hutan (32,92%), perkebunan (25,51%), hutan 
tanaman industri (HTI) (17,09%), semak (8,76%) 
dan penggunaan lainnya (15,72%) (Widjayatnika, 
Baskoro, & Pravitasari, 2017). Kawasan 
terbangun pada tahun 2016 memiliki luas area 
6,572 Ha atau 2,07% dari total luas wilayah. 
Namun demikian, pertumbuhan jumlah penduduk 
setiap tahunnya dapat mengkonversi lahan hijau 




























untuk perumahan terus meningkat (Taufan, E. R, 
2016). 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
mengetahui kondisi karakteristik permukiman 
eksisting di Kabupaten Penajam Paser Utara, (2) 
menganalisis kesesuaian lahan untuk 
permukiman berdasarkan kemampuan lahan di 
Kabupaten Penajam Paser Utara, (3) 
mengidentifikasi proyeksi kebutuhan 
permukiman dilihat dari daya dukung 
permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif untuk menganalisis unit 
satuan lahan. Metode yang digunakan meliputi 
interpretasi visual pada citra Quickbird dan citra 
Bing satellite untuk mendigitasi dan 
menghasilkan informasi berupa luasan 
penggunaan lahan permukiman serta sebarannya. 
Pengolahan data kuantitatif penelitian ini yaitu 
melakukan perhitungan proyeksi penduduk 
menggunakan metode pertumbuhan geometrik 
sehingga diketahui proyeksi kebutuhan lahan 
permukiman di masa mendatang. 
 Parameter yang dipakai agar memperoleh 
informasi peta kesesuaian lahan untuk 
permukiman terdiri atas 8 peta dasar, yaitu  
kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, 
sempadan sungai & pantai, jaringan jalan, jarak 
dari  rawa, kerawanan banjir dan kerawanan tanah 
longsor. Setiap parameter dilakukan analisis 
overlay matching memakai software ArcGIS 
10.4. Setelah didapatkan hasil overlay tiap 
parameter maka dilakukan overlay kembali 
dengan rencana pola ruang untuk memastikan 
lahan yang dapat dikembangkan permukiman 
tidak berada pada kawasan lindung. Hasil overlay 
menghasilkan 4 (empat) kelas kesesuaian lahan 
permukiman, yaitu S1 (sangat sesuai), S2 
(sesuai), S3 (kurang sesuai), dan N (tidak sesuai). 
Penentuan parameter dihasilkan dari analisis 
berbagai literatur serupa yang disesuaikan dengan 
kondisi geografis di Kabupaten Penajam Paser 
Utara yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah. 
Overlay terhadap permukiman eksisting berguna 
untuk mendapatkan informasi presentase luas 
permukiman yang sesuai atau tidak sesuai. Kelas 
kesesuaian lahan permukiman yang digunakan 
untuk mengetahui luas lahan layak permukiman 
adalah kelas S1 dan kelas S2. Luas lahan yang 
layak untuk permukiman (LPm) merupakan 
ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan 
untuk aktivitas kawasan permukiman. Luas layak 
untuk permukiman  dibandingkan dengan 
proyeksi kebutuhan lahan dapat menunjukkan 
kemampuan lahan suatu wilayah berdasarkan 
nilai Daya Dukung Lahan Permukiman (DDPm). 
Batas maksimum nilai daya dukung permukiman 
berada pada angka 1. 
Sementara itu, data proyeksi penduduk di 
Ibu Kota Baru (IKN) didapatkan melalui kajian 
yang telah dilakukan oleh BAPPENAS. Kajian 
ini umumnya disampaikan dalam diskusi-diskusi 
IKN. Proyeksi penduduk di IKN ditentukan 
dalam 3 tahapan, yaitu tahun 2025, 2029, dan 
2035. 
Tabel 1 Kriteria Penentuan Kelas Kesesusaian Lahan 
untuk Permukiman 
Parameter S1 S2 S3 N Referensi 
Kemiringan 
Lereng 
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Sumber : Kontruksi Penulis 
Formula yang digunakan untuk 






DDPm = daya dukung permukiman 
LPm = luas lahan yang layak untuk  
permukiman 
JP = jumlah penduduk 
∝ =  koefisien luas kebutuhan 
ruang/kapita (m2/kapita) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Eksisting Permukiman dan Penduduk 
Identifiikasi kondisi eksisting 
permukiman dilakukan dengan cara ekstraksi 
informasi tematik dari citra satelit Quickbird dan 
sebagian citra Bing Satellite Kabupaten Penajam 
Paser Utara  melalui intrepretasi visual. Proses 
identifikasi eksisting permukiman digunakan 
untuk mengetahui luasan perumahan di seluruh 
Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat 
diketahui kebutuhan ruang per kapita yang telah 
dibandingkan dengan jumlah penduduk pada 
tahun tertentu. Berdasarkan hasil identifikasi 
eksisting permukiman didapatkan bahwa luas 
keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten 
Penajam Paser Utara, yaitu sebesar 1.126,76 Ha. 
Luas eksisting permukiman terbesar terdapat di 
Kecamatan Penajam sebesar 458,25 Ha, diikuti 
Kecamatan Babulu 369,88 Ha, Kecamatan 
Sepaku 172,05 Ha dan Kecamatan Waru 126,57 
Ha. Sedangkan identifikasi penduduk eksisting 
didapatkan melalui data sekunder dari Badan 
Pusat Statistik. Penduduk Kabupaten Penajam 
Paser Utara menurut BPS PPU pada tahun 2018 
berjumlah 159.386 jiwa. . Berdasarkan kategori 
Kepala Keluarga (KK) terdapat sebanyak 40.427 
rumah tangga pada tahun 2018 dengan rata-rata 
anggota rumah tangga yaitu sebanyak 3,86 
jiwa/rumah tangga. 
Persebaran permukiman relatif memiliki 
pola memanjang mengikuti jalan nasional berupa 
jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar 
provinsi dari Kabupaten Paser hingga Teluk 
Balikpapan serta jalan provinsi berupa jaringan 
jalan kolektor primer yang mengitari teluk 
menuju Kabupaten Kutai Kertanegara. Pola 
permukiman yang dominan memanjang 
mengikuti jalan nasional di sepanjang pesisir 
pantai tidak terlepas dari kondisi karakteristik 
geo-ekonomi dan geo-politik yang berkembang. 
Sementara itu terdapat beberapa pola 
permukiman mengelompok jika dilihat di 
Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku yang 
berasosiasi dengan jalan yang mengkotak. 
Sebaran permukiman di Kabupaten Penajam 




Gambar 2 Peta Sebaran Permukiman Kabupaten 
Penajam Paser Utara 
Kebutuhan permukiman berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan ruang yang diperlukan 
oleh tiap individu agar dapat hidup dengan layak. 
Menurut Permen Perumahan Rakyat No. 
11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian 
Kawasan Perumahan dan Permukiman 
menjelaskan untuk zona pinggiran kota 
kebutuhan ruang per kapita berkisar 80 m2/kapita 
agar dapat layak huni. Melalui cara yang sama, 
penghitungan kebutuhan ruang per kapita di 
Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan 
melalui perbandingan permukiman eksisting 
terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018. 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui kebutuhan ruang 
per kapita rata- di Kabupaten Penajam Paser 
Utara yaitu 74,32 m2/kapita atau dibulatkan 
menjadi 75 m2/kapita, dengan kebutuhan ruang 
per kapita tertinggi di Kecamatan Babulu yaitu 
113,76 m2/kapita. 
 
Tabel 2 Rata-rata Kebutuhan Ruang Per Kapita 
(KRK) Kabupaten PPU Tahun 2018 
No. Kecamatan 
Luas 





1 Babulu 369,88 Ha 32.515 113,76 
2 Penajam 458,25 Ha 76.941 59,56 
3 Sepaku 172,05 Ha 31.814 54,08 
4 Waru 126,57 Ha 18.116 69,87 
Kab. PPU 1.126,76 Ha 159.386 74,32 
Sumber : Olah Data Sekunder 
Proyeksi kebutuhan permukiman 
merupakan nilai yang dihasilkan dari proyeksi 
pendunduk dikalikan kebutuhan ruang per kapita 
sehingga diketahui luas lahan yang dibutuhkan 
untuk permukiman beberapa tahun mendatang. 
Adapun proyeksi kebutuhan permukiman di 
Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat 
pada Tabel 3. Sementara itu, perhitungan 
proyeksi sementara kebutuhan permukiman 
terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kecamatan 
Sepaku terdapat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 
3 Kecamatan Penajam masih merupakan 
kecamatan dengan kebutuhan permukiman paling 
tinggi, diprediksikan pada tahun 2045 kebutuhan 
permukiman mencapai sembilan ratus hektare. 
Kecamatan Sepaku mengalami peningkatan 
kebutuhan permukiman yang paling sedikit, 
sebagai kecamatan terbesar kedua di Kabupaten 
Penajam Paser Utara pertambahan luas 
permukiman diprediksikan hanya seluas 78,22 Ha 
dari tahun 2018 – 2045. 
Tabel 3 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman di 
Kabupaten Penajam Paser Utara (Hektare) 
 
Sumber : Olahan Data Sekunder 
Kebutuhan lahan permukiman dapat 
meningkat berkali lipat jika rencana pemindahan 
ibukota negara terwujud pada tahun 2024. 
Setidaknya pada tahun 2025 dibutuhkan lahan 
2020 2025 2030 2035 2040 2045
1 Babulu 374,48 389,64 405,72 422,78 440,87 460,07
2 Waru 141,05 154,7 169,67 186,08 204,08 223,81
3 Penajam 597,11 651,08 709,92 774,08 844,04 920,33
4 Sepaku 236,51 239,2 241,92 244,67 247,46 250,27






seluas 5.250 Ha untuk menampung gelombang 
pertama migrasi penduduk sebanyak 700.000 
jiwa menuju ibukota baru. Pada tahun 2035, 
jumlah penduduk meningkatkan dua kali lipat 
berdasarkan proyeksi penduduk IKN sehingga 
luas kebutuhan lahan permukiman menjadi 
12.000 Ha. Dibandingkan luas permukiman 
eksisting saat ini hanya seluas 1.126,76 Ha, 
kebutuhan lahan permukiman di IKN terbilang 
sangat tinggi. 







1 2025 700.000 5.250 Ha 
2 2029 1.200.000 9.000 Ha 
3 2035 1.600.000 12.000 Ha 
Sumber : Olah Data Sekunder 
Kesesuaian Lahan untuk Permukiman 
Informasi kesesuaian lahan diperoleh 
dengan metode overlay matching terhadap 
parameter peta-peta dasar pada tabel 1, kemudian 
di-overlay dengan rencana pola ruang. Metode 
matching yang dipakai yaitu weight factor 
matching, salah satu teknik matching untuk 
mendapatkan faktor pembatas yang paling berat 
dan kelas kesesuaian lahan pada setiap satuan 
pemetaan lahan. Hal yang perlu dilakukan 
sebelumnya adalah mempersiapkan parameter 
peta dasar yang akan di-overlay yang diperoleh 
dari instansi maupun membuatnya terlebih 
dahulu. Peta kemiringan lereng misalnya, 
menggunakan data DEM SRTM dari USGS 
dengan cara diolah menjadi data kontur 
menggunakan analisis create countour – create 
slope untuk membuat kelerengan. Sementara itu, 
pembuatan peta kerawanan bencana dan tanah 
longsor memanfaatkan analisis overlay SIG 
dengan melakukan skor dan pembobotan atas 
indikator. 
Masing-masing parameter memiliki 
keterkaitan tersendiri terhadap terbentuknya 
kesesuaian lahan untuk permukiman. Parameter 
kemiringan lereng berkaitan dengan 
perkembangan permukiman potensial pada lahan 
yang lebih datar dan landai. Parameter enis tanah 
mempunyai kaitan erat dengan bahan induk 
(geologi), iklim dan topografi suatu wilayah. 
Tanah menjadi salah satu parameter untuk 
menentukan kawasan yang sesuai didirikan 
kawasan budidaya permukiman. untuk 
menentukan kawasan yang sesuai didirikan 
kawasan budidaya permukiman. Klasifikasi jenis 
tanah menggunakan sistem klasifikasi tanah FAO 
yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis 
Klasifikasi Tanah Nasional (S., Ritung, Anda, 
Suryani, & Subandiono, 2016). Pada parameter 
curah hujan, lahan yang tidak sesuai berdasarkan 
data curah hujan merupakan wilayah dengan 
curah hujan lebih dari 4000 mm/tahun. Jaringan 
jalan digunakan sebagai parameter kesesuaian 
lahan permukiman karena menentukan 
kemudahan aksesibilitas kegiatan dalam 
permukiman. Lahan yang dekat jaringan jalan 
memiliki aksesibilitas yang paling baik karena 
aktivitas sehari-harinya dapat terfasilitasi. 
Parameter sempadan sungai & pantai 
berkaitan dengan peraturan RTRW yang 
menyesuaiakan ketentuan umum peraturan zonasi 
kawasan perlindungan setempat. Jarak sempadan 
merupakan jarak aman yang telah ditetapkan 
sebagai batasan dalam mendirikan bangunan dan 
atau peruntukan kegiatan budidaya. Parameter 
jarak dari rawa berkaitan dengan konsentrasi 
rawa gambut yang cukup besar di Pulau 
Kalimantan. Permukiman penduduk yang 
didirikan di atas rawa banyak menimbulkan 
masalah karena tanah gambut sebagai pondasi 
sangat lembek serta merupakan wilayah banjir 
pada musim-musim penghujan. Parameter 
kerawanan banjir dimaksudkan untuk mengetahui 
daerah dengan potensi genangan air yang paling 
tinggi hingga daerah tanpa genangan air. 
Parameter kerawanan tanah longsor untuk 
mengetahui zona rentan terhadap gerakan tanah  
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yang mengalami peningkatan akibat 
meningkatnya pemanfaatan lahan yang 
mengindahkan aspek lingsungan serta intensitas 
hujan dengan durasi cukup lama. 
Informasi yang diperoleh dari peta 
kesesuaian lahan adalah lahan yang termasuk 
dalam kelas S1 (sangat sesuai) memiliki luasan 
paling tinggi, yaitu 1.404,54 km2 dengan proporsi 
sebesar 44,15% tersebar di empat kecamatan. 
Presentase kelas kesesuaian lahan S1 tertinggi 
adalah Kecamatan Babulu dengan lahan sangat 
sesuai sebesar 71,08% dengan luas 321,14 km2. 
Sebaran kelas kesesuaian lahan S1 meliputi area 
bagian tengah setiap kecamatan Kabupaten 
Penajam Paser Utara, kecuali pada Kecamatan 
Sepaku. Satuan lahan yang dikelompokkan kelas 
kesesuaian ini mempunyai faktor pembatas 
paling rendah dibandingkan kelas kesesuaian 
lahan lain sehingga sangat baik untuk aktivitas 
budidaya manusia. Lahan dalam kelas S2 
merupakan lahan terbesar kedua dengan luasan 
1.354,43 km2 atau proposi hampir menyamai 
kelas S1, yaitu 42,58%. Pada kelas kesesuaian 
lahan S2 dengan presentase tertinggi adalah 
Kecamatan Sepaku yaitu 54,59% atau luas 773,59 
km2 dari wilayah kecamatan. Satuan lahan pada 
kelas ini setidaknya terdapat satu faktor pembatas 
terberat dari salah satu parameter. Lahan yang 
termasuk dalam kelas ini merupakan lahan yang 
tidak memerlukan pengolahan khusus lahan 
sebelum dapat diubah menjadi permukiman. 
Lahan yang termasuk kelas S3 (kurang 
sesuai atau sesuai marginal) memiliki luasan 
terkecil sebesar 79,32 km2 dengan proporsi 
2,49% dengan sebaran satuan lahan terbanyak 
terdapat di Kecamatan Sepaku. Lahan yang 
tergolong kedalam kelas kesesuaian ini termasuk 
lahan marginal sebagian dengan faktor pembatas 
sedang. Lahan ini masih banyak dipengaruhi oleh 
faktor pembatas parameter kelas S1 dan S2 yang 
membuatnya tetap dapat diolah menjadi 
permukiman. Perlakuan untuk melakukan 
pengolahan ini dapat melibatkan berupa waktu, 
tenaga, atau biaya agar cocok menjadi lahan 
untuk permukiman. 
 
Luas % Luas % Luas % Luas %
S1 (Sangat Sesuai) 321,14 71,08  495,47  54,19 387,80   27,37 200,14  50,29  1.404,54 44,15       
S2 (Sesuai) 74,65   16,52  334,87  36,62 773,59   54,59 171,32  43,04  1.354,43 42,58       
S3 (Kurang Sesuai) 8,05     1,78    21,17    2,32   39,61     2,80   10,49    2,64    79,32      2,49         
N (Tidak Sesuai) 47,95   10,61  62,88    6,88   216,07   15,25 16,06    4,04    342,96    10,78       




Kec. Babulu Kec. Penajam Kec. Sepaku Kec. Waru
Jumlah
Tabel 5 Luas Area dan Proporsi Kelas Kesesuaian Lahan untuk Permukiman 
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Gambar 3 Peta Kesesuaian Lahan Permukiman 
Kabupaten Penajam Paser Utara 
Sedangkan lahan yang tergolong kelas N 
(tidak sesuai untuk  permukiman) mempunyai 
luasan sebesar 342,96 km2 dengan proporsi lahan 
sebanyak 10,78% termasuk didalamnya kawasan 
lindung. kelas kesesuaian lahan N paling luas 
terdapat di Kecamatan Sepaku disebabkan 
adanya ketetapan kawasan lindung seperti 
kawasan konservasi mangrove di Teluk 
Balikpapan dan sebagian hutan lindung Tahura 
Bukit Soeharto berbatasan dengan Kecamatan 
Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara. Satuan 
lahan pada kelas ini merupakan kelas kesesuaian 
permukiman dengan faktor pembatas terberat dari 
kelas lahan lain menjadikan kelayakan lahan 
kelas ini sangat rendah. 
Evaluasi kesesuaian lahan permukiman 
terhadap permukiman eksisting dilakukan dalam 
rangka mengetahui presentase permukiman yang 
sesuai di setiap kecamatan Kabupaten Penajam 
Paser Utara. Hasil tumpengsusun antara Peta 
Permukiman Eksisting dengan Peta Kesesuaian 
Lahan diperoleh informasi evaluasi kesesuaian 
bahwa presentase kelas S1 (sangat sesuai) paling 
tinggi yaitu Kecamatan Penajam seluas 341,55 
Ha atau proporsi sebesar 74,53%. Kemudian pada 
kelas S2 (sesuai) diketahui presentase evaluasi 
kesesuaian tertinggi terdapat pada Kecamatan 
Sepaku seluas 58,21 Ha atau proporsi 33,83% 
padahal presentase kelas S1 kecamatan ini sangat 
kecil dibandingkan kecamatan lain yang memiliki 
proporsi diatas 70 persen. Diharapkan 
kedepannya, permukiman yang akan dibangun 
dapat menempati lahan-lahan yang memiliki 
tingkat kesesuaian paling tinggi untuk 
permukiman. 
Lahan permukiman eksisting pada kelas 
lahan S3 (kurang sesuai) di Kabupaten Penajam 
Paser Utara memiliki luasan yaitu 56,80 Ha atau 
sebesar 5,04% proporsi luas wilayah. 
Permukiman di Kecamatan Sepaku merupakan 
yang tertinggi menempati kelas ini dengan 
proporsi mencapai angka 10 persen luas wilayah 
kecamatan. Secara umum, Kecamatan Sepaku 
memang memiliki faktor pembatas cukup banyak 
sehingga permukiman yang dibangun menempati 
lahan yang kurang sesuai. Sebanyak 85,61 Ha 
permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara 
menempati kelas kesesuaian lahan N (tidak 
sesuai) untuk permukiman dengan proporsi 
7,60%. Lahan yang tidak sesuai ini pada dasarnya 
tergolong lahan yang terdapat keterbatasan yang 
tinggi untuk dilakukan pengolahan menjadi 
permukiman. Keterbatasan ini berkaitan dengan 
waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan cukup 
besar untuk melakukan pengolahan lahan 
tersebut. Kecamatan Babulu merupakan 
kecamatan yang paling banyak terdapat 
permukiman diatas kelas lahan tidak sesuai. 
Tabel 6 Luas dan Presentase Kelas Kesesuaian Lahan 
Permukiman Eksisting 
Sumber : Pengolahan Data SIG 
Analisis Daya Dukung Permukiman 
Analisis daya dukung permukiman 
digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan 
ruang permukiman yang sesuai dengan 
karakateristik lingkungan serta konsep daya 
dukung lahan. Melalui informasi tersebut, maka 
daya dukung permukiman dapat menunjukkan 
nilai tingkat kemampuan lahan dalam 
mendukung segala aktivitas manusia yang ada 
didalamnya. Kemampuan daya dukung lahan 
permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara 
diambil dari lahan yang layak untuk permukiman 
berdasarkan kesesuaian lahan yaitu sebesar 
2.749,13 km2. Luas lahan tersebut memiliki 
proporsi sangat besar yakni sekitar 86,73% dari 
luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. 
Secara umum, Kabupaten Penajam Paser Utara 
S1 % S2 % S3 % N %
1 Babulu 263,43 71,22 42,14 11,39 14,68 3,97 49,63 13,42 369,88
2 Penajam 341,55 74,53 81,8 17,85 17,67 3,86 17,23 3,76 458,25
3 Sepaku 82,35 47,86 58,21 33,83 17,38 10,1 14,11 8,20 172,05
4 Waru 92,18 72,83 22,68 17,92 7,08 5,59 4,63 3,66 126,57







memiliki potensi lahan yang tinggi untuk dapat 
dijadikan sebagai kawasan permukiman dengan 
lahan layak untuk permukiman di tiap kecamatan 
lebih dari tiga ratus kilometer persegi. 
Tabel 7 Luas Lahan yang Layak untuk Permukiman  
 
Sumber : Pengolahan Data SIG 
Hubungan antara proyeksi kebutuhan 
permukiman dengan daya dukung permukiman 
dapat digambarkan sebagai grafik yang 
mengalami penurunan karena jumlah penduduk 
yang terus meningkat. Daya dukung permukiman 
memiliki batas maksimum yang perlu diketahui 
kapan waktu tersebut dapat tercapai sehingga 
suatu lahan tidak melebihi kapasitas daya 
dukung. Hal tersebut dapat diketahui melalui 
ketersediaan lahan yang layak untuk permukiman 
hingga tahun tertentu. 
Daya dukung permukiman (DDPm) di 
Kabupaten Penajam Paser tergolong masih sangat 
tinggi hingga tahun 2045. Informasi yang 
diperoleh berdasarkan perhitungan daya dukung 
permukiman menunjukkan kemampuan (daya 
dukung) wilayah Kabupaten PPU dapat 
mendukung penduduk untuk bermukim hingga 
melewati tahun 2045. . Perhitungan daya dukung 
tersebut dengan asumsi bahwa pertumbuhan 
penduduk berjalan secara linier, belum termasuk 
migrasi penduduk serta faktor lain. 
Daya dukung permukiman tertinggi 
dimiliki oleh Kecamatan Sepaku serta daya 
dukung permukiman terkecil terdapat di 
Kecamatan Babulu. Hal ini disebabkan karena 
fenomena permukiman yang terjadi pada kedua 
kecamatan tersebut berlaku terbalik. Kecamatan 
Sepaku mempunyai luas terbesar kedua di PPU, 
tetapi pertumbuhan penduduknya sangat lambat, 
pada tahun tertentu bahkan mengalami 
penurunan. Sedangkan Kecamatan Babulu 
dengan luas terkecil mengalami peningkatan 
jumlah penduduk yang cukup besar setelah 
Kecamatan Penajam. Nilai daya dukung 
permukiman Kecamatan Waru menunjukkan 
penurunan kemampuan lahan paling cepat. 
Walaupun begitu, daya dukung permukiman di 
Kecamatan Waru masih memiliki kemampuan 
lahan dua kali lebih besar dari Kecamatan 
Babulu. Sementara itu, Kecamatan Penajam 
diprediksikan akan mencapai batas maksimum 
daya dukung permukiman paling cepat diantara 
kecamatan lain. Saat ini, nilai indeks DDPm 
Kecamatan Penajam tahun 2020 memiliki selisih 
nilai 33 dengan Kecamatan Babulu, tetapi pada 
tahun 2045 selisih nilai indeks tersebut menjadi 
hanya 5 dan kemungkinan besar nilai indeks 
DDPm Kecamatan Penajam menjadi lebih kecil 
dari Kecamatan Babulu dalam beberapa tahun. 
Perhitungan pada Tabel 8 merupakan 
skenario daya dukung permukiman jika 
Kabupaten Penajam Paser Utara tetap mengalami 
kondisi pertumbuhan penduduk yang konsisten 
tanpa pertimbangan masukan faktor lain. Faktor 
lain yang memungkin terjadinya perubahan daya 
dukung permukiman di Kabupaten Penajam 
Paser Utara adalah adanya kebijakan terkait 
pemindahan ibukota negara. Rencana 
pemindahan ibukota negara ini dapat 
mempengaruhi dari sisi daya dukung 
permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara 
dengan dampak besar. 
No. Kecamatan S1 S2 Lahan Layak (Km
2
) Proporsi (%)
1 Babulu 321,14       74,65           395,79                          14,35
2 Penajam 495,47       334,87         830,33                          30,10
3 Sepaku 387,80       773,59         1.161,40                       42,10
4 Waru 200,14       171,32         371,46                          13,46
1.404,54    1.354,43      2.758,97                       100,00Total
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Penulis melakukan analisis daya dukung 
permukiman dalam skenario pemindahan Ibu 
Kota Negara (IKN), khususnya di Kecamatan 
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. 
Analisis skenario ini untuk mengetahui 
kemampuan lahan di Kabupaten Penajam Paser 
Utara yang akan mendapatkan tekanan jauh lebih 
besar dari saat ini. Dimana diproyeksikan akan 
ada penduduk baru sebanyak 1,6 juta jiwa hingga 
tahun 2035 yang membutuhkan lahan 
permukiman seluas 12.000 Ha. Asumsi yang 
dibuat adalah seluruh penduduk baru akan 
bermukim di Kecamatan Sepaku sebagai salah 
satu lokasi IKN yang ditetapkan. Lahan yang 
layak untuk permukiman di Kecamatan Sepaku 
seluas 1.161,40 Ha terbilang masih sangat luas 
sehingga penetapan Sepaku sebagai lokasi IKN 
cukup sesuai dari segi ketersediaan lahan. 
Kecamatan Sepaku memiliki posisi 
strategis karena direncanakan delineasi kawasan 
inti pemerintahan dan kawasan ibu kota negara 
akan berada di kecamatan tersebut. Luas 
Kecamatan Sepaku yang masuk dalam delineasi 
kawasan IKN yaitu 93.223,06 Ha atau mencakup 
presentase sebesar 79,52% wilayah kecamatan. 
Keberadaan Ibu kota Negara akan berdampak 
besar terhadap masyarakat Kalimantan Timur 
secara umum dan bagi masyarakat yang 
permukimannya masuk dalam delineasi wilayah 
kawasan IKN. Berdasarkan hasil overlay, 
setidaknya permukiman eksiting seluas 158,42 
Ha di Kecamatan Sepaku  masuk dalam wilayah 
IKN. 
Ditinjau dari kesesuaian lahan untuk 
permukiman, delineasi kawasan IKN di 
Kecamatan Sepaku memiliki kelas lahan S2 
sebagai kelas paling luas, yaitu 41.663,78 Ha atau 
mempunyai proporsi 44,99%. Kelas lahan S1 
juga cukup luas, yakni 29.501,97 Ha dengan 
proporsi luas lahan 31,65%. Artinya lahan layak 
untuk permukiman pada kawasan IKN di 
Kecamatan Sepaku terdiri atas kedua kelas lahan 
tersebut dengan luas 71.165,75 Ha. Hal yang 
perlu menjadi perhatian dalam membangun 
permukiman IKN di Kecamatan Sepaku karena 
kelas lahan N (tidak sesuai) juga cukup luas. Luas 
kelas lahan N pada kawasan IKN di Kecamatan 
Sepaku adalah 19.518,11 Ha atau proporsi 
sebesar 20,94%. Besarnya luas kelas lahan N 
didukung keberadaan kawasan Tahura Bukit 
LPm DDPm LPm DDPm LPm DDPm
1 Babulu 392,04 105 391,89 101 391,73 97
2 Penajam 824,36 138 823,82 127 823,23 116
3 Sepaku 1.159,03 490 1.159,00 485 1.158,98 479
4 Waru 370,05 262 369,91 239 369,76 218
2.746,75 225 2.745,91 210 2.745,02 197
LPm DDPm LPm DDPm LPm DDPm
1 Babulu 391,56 93 391,38 89 391,19 85
2 Penajam 822,59 106 821,89 97 821,13 89
3 Sepaku 1.158,95 474 1.158,92 468 1.158,89 463
4 Waru 369,6 199 369,42 181 369,22 165




Th. 2035 Th. 2040 Th. 2045
No. Kecamatan
Th. 2020 Th. 2025
Tabel 8 Perhitungan Proyeksi Daya Dukung Permukiman Tahun 
2020 - 2045 di Kabupaten Penajam Paser Utara 
Keterangan : LPm = Lahan layak untuk permukiman (km2) 




Soeharto yang berbatasan dengan Kecamatan 
Samboja. 
Informasi kesesuaian lahan untuk 
permukiman dengan delineasi kawasan IKN 
sebagai besar cocok. Pada usulan kawasan inti 
pusat pemerintahan dan kawasan ibu kota negara 
sebagian besar telah sesuai untuk permukiman, 
yaitu berada pada kelas lahan S1 dan S2. 
Sedangkan pada usulan kawasan perluasan ibu 
kota negara lahan yang dapat dimanfaatkan untuk 
permukiman sebesar 31.42,43 Ha. Berdasarkan 
aspek kesesuaian lahan untuk permukiman, 
rencana pemindahan IKN di Kecamatan Sepaku 
sebagian besar telah sesuai. Kebijakan terkait 
permukiman ketika pelaksanaan Otorita IKN  
sudah berlangsung perlu menyesuaikan kembali 
agar kemampuan lahan untuk permukiman tetap 
optimal. 
 
Gambar 4 Peta Kesesuaian Lahan Permukiman 
Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku 
Sementara itu, pertimbangan daya dukung 
permukiman di kawasan IKN perlu dilakukan 
agar dapat diprediksikan kemampuan lahan di 
IKN mampu menampung penduduk pendatang di 
kemudian hari atau tidak. Daya dukung 
permukiman sebagian Kecamatan Sepaku yang 
ditetapkan sebagai kawasan IKN akan mengalami 
penurunan kemampuan lahan secara drastis 
dibandingkan sebelum ada IKN. Daya dukung 
permukiman sebagian Kecamatan Sepaku yang 
ditetapkan sebagai kawasan IKN akan mengalami 
penurunan kemampuan lahan secara drastis 
dibandingkan sebelum ada IKN. Informasi daya 
dukung permukiman yang diperoleh berdasarkan 
tingkat kebutuhan lahan penduduk pendatang 
mengakibatkan nilai indeks DDPm di Kecamatan 
Sepaku hampir mencapai batas maksimum. Pada 
tahun 2025, gelombang pertama penduduk IKN 
sebanyak 700.000 jiwa diprediksikan membuat 
daya dukung permukiman mencapai nilai indeks 
DDPm sebanyak 13. Kemudian nilai indeks 
DDPm akan mengalami penurunan hingga 5 
ketika penduduk pendatang sudah mencapai lebih 
dari satu juta jiwa. 
Tabel 9 Perhitungan Proyeksi Daya Dukung 
Permukiman Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku (m2) 
Tahun 2025 Tahun 2029 Tahun 2035 
LPm DDPm LPm DDPm LPm DDPm 
65.915,75 13 62.165,75 7 59.165,755 5 
Sumber : Olahan Data Sekunder 
Analisis kebutuhan lahan permukiman di 
Kawasan IKN dilihat dari penggunaan konsep 
hunian berimbang 3:2:1 seperti yang berhasil 
dikutip melalui Webinar oleh Ratih Purnamasari 
dan tim sebagai salah satu peserta Sayembara 
Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara 
sebagai berikut : 
Tabel 10 Kebutuhan Lahan Permukiman 
Menggunakan Konsep Hunian Berimbang 3:2:1 
No. Tahun Kebutuhan Lahan Permukiman 
1 2025 26.129,36 Ha 
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2 2030 32.231,53 Ha 
3 2035 39.758,78 Ha 
4 2040 49.043,92 Ha 
5 2045 60.497,48 Ha 
Sumber (Purnamasari, 2020) 
Perkembangan permukiman 
menggunakan konsep 3:2:1 cenderung tumbuh 
signifikan hingga tahun 2045 dengan kebutuhan 
lebih dari 60.000 Ha lahan. Hunian berimbang 
merupakan perumahan dan kawasan permukiman 
yang dibangun secara berimbang dengan 
komposisi tertentu dalam rumah tunggal dan 
rumah deret antara rumah sederhana, rumah 
menengah dan rumah mewah. Konsep hunian 
berimbang penting dalam menyediakan 
perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) agar peluang tiap kalangan dalam 
menjangkau rumah yang layak tetap sama. Masih 
dengan asumsi yang sama untuk ketersediaan 
lahan permukiman Kawasan IKN di Kecamatan 
Sepaku, maka dicoba juga dihitung daya dukung 
permukimannya sebagai berikut. 
Tabel 11 Proyeksi Daya Dukung Permukiman 
Berdasarkan Konsep Hunian Berimbang 3:2:1 
Tahun 2025 Tahun 2030 Tahun 2035 
LPm DDPm LPm DDPm LPm DDPm 
36.052 1 29.950 1 22.423 1 
Tahun 2040 Tahun 2045     
LPm DDPm LPm DDPm     
13.137 0 1.684 0     
Sumber (Pengolahan Data Sekunder) 
Tren penurunan daya dukung 
permukiman di kawasan IKN akan mencapai 
batas maksimumnya dalam beberapa tahun 
kemudian sehingga sudah tidak mampung 
menampung penduduk untuk bermukim. 
Penetapan Kecamatan Samboja sebagai salah 
satu lokasi IKN lainnya sudah tepat karena dapat 
menjadi kawasan perluasan ibu kota negara agar 
mampu menampung penduduk untuk bermukim. 
Kecamatan Sepaku sebagai kawasan inti 
pemerintahan akan mendapatkan beban yang 
cukup besar sehingga perlu distribusi spasial 
permukiman yang merata agar beban 
permukiman tidak hanya memusat satu wilayah. 
 
KESIMPULAN 
Penelitian tentang analisis daya dukung 
permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara 
ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Luas permukiman eksisiting di Kabupaten 
Penajam Paser Utara pada tahun 2018 seluas 
1.126,76 Ha dengan sebaran spasial pola 
permukiman dominan memanjang pada jalan-
jalan besar nasional dan provinsi yang 
menghubungkan antar provinsi. Dengan 
jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 
159.386 jiwa maka kebutuhan ruang per kapita 
penduduk Kabupaten PPU yaitu 75 m2/kapita. 
2. Kelas kesesuaian lahan untuk permukiman 
berdasarkan kemampuan lahan menggunakan 
metode overlay matching terhadap 8 
paramater peta menghasilkan 4 (empat) kelas 
yaitu S1 (sangat sesuai) dengan luasan sebesar 
1.404,54 km2 atau proporsi sebesar 44,15%, 
S2 (sesuai) dengan luasan sebesar 1.354,43 
km2 atau proporsi sebesar 42,58%, S3 (kurang 
sesuai) dengan luasan sebesar 79,32 km2 atau 
proporsi sebesar 2,49%, dan N (tidak sesuai) 
dengan luasan sebesar 342,96 km2 atau 
proporsi sebesar 10,78%. 
3. a.  Kebutuhan lahan permukiman Kabupaten 
Penajam Paser Utara diperkirakan pada 
tahun 2020 seluas 1.222,85 Ha sedangkan 
pada tahun 2045 kebutuhan lahan 
permukiman seluas  1.700,14 Ha dengan 
tingkat kebutuhan lahan permukiman 
tertinggi terdapat pada Kecamatan 
Penajam. Berdasarkan hasil perhitungan 
daya dukung permukiman setiap kecamatan 
di Kabupaten Penajam Paser Utara mampu 
mendukung permukiman hingga tahun 
2045 dengan surplus cukup besar. Nilai 
indeks DDPm tertinggi berada pada 
Kecamatan Sepaku dengan nilai indeks 
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DDPm 489 di tahun 2020 kemudian hanya 
berkurang menjadi 463 di tahun 2045. 
 b.  Kebutuhan lahan permukiman di kawasan 
IKN sangat tinggi karena ada pertambahan 
penduduk baru sebanyak 1,6 juta jiwa. 
Ditinjau dari aspek daya dukung 
permukiman kawasan IKN di Kecamatan 
Sepaku, diketahui lahan di ibukota baru 
masih mampu mendukung lahan untuk 
permukiman dengan nilai indeks DDPm 
sebanyak 13 pada tahun 2025 dan nilai 
indeks DDPm 5 pada tahun 2035. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Adiprima, K. P., & Sudradjat, A. (2012). Kajian 
Kesesuaian Lahan Tambak, Konservasi dan 
Permukiman Kawasan Pesisir Menggunakan 
Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : 
Pesisir Pangandaran, Jawa Barat). Bandung: 
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, 
Institut Teknologi BandungBAPPENAS. 
(2020). Kajian Awal Aspek Sosial IKN. 
Jakarta: Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional. 
Ariyora, Y. K., Budisusanto, Y., & Prasasti, I. (2015). 
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dan 
SIG untuk Analisa Banjir (Studi Kasus : 
Banjir Provinsi DKI Jakarta). GEOID, 10(2), 
137 - 146. 
Fandeli, C., & Muhamad, M. (2019). Analisis Daya 
Dukung Lingkungan dalam Perspektif 
Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: 
KMLHRI dan Pusat Studi Pariwisata 
Universitas Gadjah Mada. 
Handoyo, J. P., Yunus, H. S., & Sujali. (2014). 
Perubahan Daya Dukung Lingkungan di 
Wilayah Pinggiran Kota (Kasus : Kecamatan-
kecamatan yang Berbatasan dengan Kota 
Yogyakarta, Tahun 1990-2008). Majalah 
Geografi Indonesia, 48–64. 
Kadriansari, R., Subiyanto, S., & Sudarsono, B. 
(2017). Analisis Kesesuaian Lahan 
Permukiman dengan Menggunakan Citra 
Resolusi Menengah Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis (Studi Kasus : Semarang 
Bagian Barat dan Semarang Bagian Timur). 
Jurnal Geodesi Undip, 16(4), 199-207. 
Kompas. 2019. Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian 
Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, 




kartanegara pada tanggal 17 Mei 2020. 
Muta'ali, L. (2011). Kapita Selekta Pengembangan 
Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Geografi. 
Muta'ali, L. (2012). Daya Dukung Lingkungan untuk 
Perencanaan Pengembangan Wilayah. 
Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas 
Geografi. 
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 
11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman 
Keserasian Kawasan Perumahan Dan 
Permukiman, (2008).  
Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025, 
(2012).  
Purnamasari, Ratih. 2020. Penerapan Analisis SKL 
dan UHI dalam Perencanaan Perkotaan IKN. 
Seminar Online (WEBINAR) Studio 11 
Panrita. Senin, 22 Juni 2020. 
Rahmad, R., Suib, & Nurman, A. (2018). Aplikasi 
SIG untuk Pemetaan Tingkat Ancaman 
Longsor di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten 
Deli Serdang, Sumatera Utara. Majalah 
Geografi Indonesia, 32(1), 1 - 13. 
S., S. D., Ritung, S., Anda, M., Suryani, E., & 
Subandiono, E. R. (2016). Petunjuk Teknis 
Klasifikasi Tanah Nasional. Bogor: Balai 
Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. 
Setyowati, D. L. (2007). Kajian Evaluasi Kesesuaian 
Lahan Permukiman dengan Teknik Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Jurnal Geografi, 
4(1), 44-54. 
Taufan, E. R. (2016). Skripsi. Pengaruh Kebutuhan 
Lahan untuk Perumahan terhadap Perubahan 
Penggunaan Lahan Pertanian Sawah di 
14 
 
Kabupaten Bantul. Yogyakarta: Fakultas 
Geografi, Universitas Gadjah Mada. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2002 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan 
Timur, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4182 (2002). 
Widjayatnika, B., Baskoro, D. P., & Pravitasari, A. E. 
(2017). nalisis Perubahan Penggunaan Lahan 
dan Arahan Pemanfaatan Ruang untuk 
Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, 
Provinsi Kalimantan Timur. Jorunal of 
Regional and Rural Development Planning, 
243 – 257. 
Yunus, H. S. (1989). Subject Matter dan Metode 
Penelitian Geografi Permukiman Kota. 
Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas 
Gadjah Mada. 
 
